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ABSTRAK 

 Nama: Sa’dullah, NIM: 121200226, Judul Skripsi: “Efektifitas Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa” (Studi di Desa Cigelam Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang). 

Banyak persoalan yang terjadi di dalam tubuh Badan Permusyawaratan Desa 

yaitu yang pertama menyangkut tingkat kompetensi anggotanya dalam menjalankan 

fungsinya dan tingkat pendidikan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan 

Desa masih rendah sehingga dimungkinkan bahwa kualitas Badan Permusyawaratan 

Desa tersebut berpengaruh terhadap keputusan yang akan ditetapkan, dan yang kedua 

adalah kemungkinan Badan Permusyawaratan Desa dipakai sebagai alat oleh 

anggotanya untuk memperoleh sumber daya politik dan ekonomi yang ada di desa, 

hal ini diperkuat adanya hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan 

Kepala Desa.  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis memberikan 

perumusan masalah, yaitu: Bagaimana efektifitas Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Cigelam?; Apa 

kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cigelam dalam implementasi 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014? Berkenaan dengan perumusan masalah 

tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa 

Cigelam, untuk mengetahui kendala efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif  yaitu 

penulis melakukan penelitian dengan maksud untuk bisa memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh objek atau subjek penelitian. Teknik yang digunakan 

oleh penulis dalam pengumpulan data yaitu: studi survey dalam arti penulis mencari 

informasi secara langsung terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan masalah 

yang penulis rumuskan. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Berdasarkan Undang-

undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa 

Cigelam sudah dapat dikatakan efektif. Indikator dalam penilaian efektifitas BPD desa 

Cigelam adalah: (a) BPD desa Cigelam telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai 

dengan Undang-undang, (b) BPD desa Cigelam telah ikut serta bersama pemerintah desa 

dalam menjalankan pemerintahan desa, (c) Memutuskan peraturan desa bersama kepala desa 

secara musyawarah, (d) BPD desa Cigelam mengawasi pemerintahan desa dan Kepala Desa, 

dan (e) BPD desa Cigelam direkrut berdasarkan hasil musyawarah. Kendala-kendala dalam 

efektivitas Badan Permusyawaratan Desa di desa Cigelam dalam pelaksanaan 

fungsinya adalah sebagai berikut: kurangnya Sumber Daya Manusia yang potensial 

dibidangnya, pola hubungan kerja sama dengan pemerintah desa yang kurang 

bersinergi, pendapatan atau insentif anggota BPD yang tidak mencukupi untuk 

penghidupan keluarganya, rekruitmen/sistem pemilihan anggota BPD yang kurang 

selektif dan demokratis, dan kendala fasilitas operasional. 


